





TINJAUAN UMUM HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DENGAN JEPANG DALAM BIDANG EKONOMI

2.2	Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dengan Jepang
Di era masa kini, Jepang merupakan salah satu Negara yang dikategorikan sebagai Negara superpower dunia. Bagaimana tidak, dengan kekuatan ekonomi yang tinggi, potensi militer yang dimiliki serta aliansi yang diboncengi oleh Amerika Serikat membuat posisinya semakin kuat. Posisi strategis Jepang tersebut selanjutnya mendorong Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam konteks diplomasi dan kerjasama bilateralnya, meskipun terdapat sensifitas pribadi yang menodai sejarah antara kedua Negara tersebut (Gaby, 2012). Hubungan Bilateral kedua negara dibuka pada bulan 20 Januari 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang. Komitmen yang dimiliki atas hubungan bilateral ini tentunya adalah persahabatan, kemajuan Negara dan kesejahteraan masyarakat dunia (Basnur, 2008).
Dalam sejarahnya, tentu saja hubungan diplomatik antara keduanya tidak selalu berjalan mulus mengingat adanya sentimental sejarah akibat penjajahan Jepang terhadap Indonesia selama 3,5 tahun. Hal ini dibuktikan dengan meletusnya Peristiwa Malari. Salah satu kejadian yang cukup kontroversial pada orde baru adalah peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 atau yang lebih dikenal dengan Malari (Ali, 2012). Peristiwa ini terjadi tepat pada saat kunjungan Perdana menteri Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia. Jepang pada saat itu dianggap sebagai pemeras ekonomi Indonesia karena mengambil lebih dari 53% ekspor (71% diantaranya berupa minyak) dan memasok 29% impor Indonesia, selain itu investasi jepang yang semakin bertambah dari waktu ke waktu di Jawa dianggap membunuh pengusaha-pengusaha kecil pribumi. Hal ini mendapat perhatian dari masyarakat khususnya kalangan mahasiswa. Tepat pada hari kedatangan PM Jepang Tanaka, mahasiswa se-Indonesia melakukan aksi bersama di pusat ibukota. Pergerakan ini dipimpin oleh Hariman Siregar yang saat itu menjabat sebagai ketua DMUI. Aksi apel besar yang dipusatkan dihalaman Universitas Trisakti ini tadinya merupakan aksi damai, namun tanpa disangka yang terjadi adalah perbuatan anarki diberbagai tempat di wilayah ibukota. Mobil, motor dan produk elektronik Jepang semuanya dibakar, bahkan gedung-gedung dan pusat perbelanjaan di Senen, Harmoni, pun ikut dibakar. korban-korban berjatuhan, dari yang luka kecil bahkan sampai korban jiwa (Ali, 2012). Oleh karena itu, Jepang dan Indonesia berusaha membangun kembali hubungan diplomatiknya dan meyakinkan rakyat Indonesia atas misi persahabatan antara keduanya. Dan 50 tahun dari hubungan bilateral antara keduanya ini dinilai sebagai titik ordinat baru untuk membina hubungan lebih baik.
Di lain pihak, Fukuda (Kepala Skertaris pada masa Koizumi)  ingin Jepang menjadi pembawa pesan perdamaian dan mendapat kepercayaan dari bangsa-bangsa di Asia. Ini penting untuk mengatasi perpecahan akibat Perang Dunia II. Lebih jauh, Fukuda ingin lebih mendekatkan diri dengan China dan Korea. Salah satu langkahnya adalah dengan tidak mengunjungi Kuil  Yasukuni yang selama ini membuat marah China dan Korea. Berkaitan dengan perang terhadap teror, Fukuda tetap akan melanjutkan misi angkatan laut Jepang di Samudra Hindia. Jepang tetap mendukung pasukan koalisi AS di Afganistan. Sebagian program itu tampaknya dipengaruhi oleh doktrin PM Jepang pada tahun 1976 hingga 1978, Takeo Fukuda, yang juga ayah kandung Yasuo Fukuda. "Doktrin Fukuda", begitu biasa disebut, diumumkan Takeo Fukuda ketika melawat ke Manila tahun 1977. Ada tiga prinsip dalam "Doktrin Fukuda", yakni Jepang tidak akan menjadi kekuatan militer adidaya, Jepang akan membangun hubungan berdasarkan rasa saling percaya, dan Jepang akan bekerja sama sebagai rekanan secara setara. Itu sebabnya, Fukuda ingin bersahabat dengan negara-negara Asia dan tidak berambisi meningkatkan peran militer Jepang seperti diinginkan Abe. Hal inilah yang mendorong Jepang dalam proses “Kokusaika”. Secara harfiah "Kokusaika" artinya "internasionalisasi" (Suwarna, 2009). Istilah itu di Jepang umumnya diartikan sebagai suatu kesadaran sebagai anggota komunitas dunia dan bagaimana mendefinisikan kesadaran ini dalam kehidupan sehari hari (real life). Tiga pendekatan itu adalah pola absorptive-imitative, pola hegemonic-proselytic, pola contributive-co-existence (Suwarna, 2009). Pola pertama merupakan pola menyerap-meniru apa saja yang dikembangkan di dunia Barat. Kemudian, pola kedua hegemonic-proselytic (hegemoni-menjajah), yaitu manifestasi kebijakan dunia Barat dari Spanyol sampai ke Amerika sebagai akibat fenomena reformasi sosial dan revolusi industri di barat; dan pola ketiga, contributively-co-existence, hidup berdampingan dengan menggerakkan suatu budaya dan madani (civilization) yang luas (Suwarna, 2009).
Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Jepang meliputi kerjasama di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Di bidang politik telah terjalin beberapa perjanjian yakni Persetujuan Indonesia – Jepang tersebut antara lain meliputi,  pertama, “Treatyof Amity and Commerce” yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1961 di Tokyo.  Kedua, “Perjanjian Hubungan Udara” yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 1962 di Tokyo.  Ketiga, “Kerjasama di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 1981 di Jakarta.  Keempat, “Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda” yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1982 di Tokyo.  Sejak tahun 1966 sampai sekarang antara pemerintah Indonesia dan Jepang telah dilakukan sekitar 200 pertukaran nota yang menyangkut kerjasama di bidang perikanan pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan dan bantuan keuangan Jepang. Antara kedua negara juga terjalin kerjasama erat sebagai sesama anggota organisasi/forum regional dan internasional seperti PBB, ESCAP, APEC, WTO dan ASEM (Suadi, 2010).
Dalam kerangka kerjasama regional ASEAN, Jepang merupakan salah satu mitra dialog utama dan anggota ARF. Dan meskipun dalam suasana krisis Jepang tetap memandang Indonesia sebagai stabilisator di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama bilateral dalam rangka sister city/province saat ini juga semakin berkembang. Saat ini terdapat 6 sister city/province arrangements yang telah dikukuhkan dengan MOU yaitu Jakarta-Tokyo, Yogyakarta-Kyoto, Surabaya-Kochi, Medan-Ichikawa, Jawa Timur-Osaka Prefecture dan Irian Jaya-Yamagata Prefecture. Bentuk kerjasama lain yang turut membantu pengembangan hubungan adalah keberadaan asosiasi-asosiasi persahabatan Indonesia – Jepang di berbagai prefektur di Jepang seperti Hiroshima, Kyushu, Okinawa, Ichikawa, maupun Tochigi (Suadi, 2010). Pentingnya hubungan Indonesia – Jepang juga tercermin dari besarnya perwakilan kedua negara di Tokyo dan Jakarta. Kedutaan besar Jepang di Jakarta termasuk perwakilan Jepang terbesar di negara lain, demikian juga halnya dengan KBRI Tokyo yang merupakan salah satu KBRI yang terbesar. Dan ini berlanjut pada kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jepang pada November 2006 lalu. Dan keduanya sepakat untuk meningkatkan hubungan dalam program “Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future” (Gaby, 2012).
Di bidang ekonomi, keduanya juga memiliki hubungan yang sangat erat. Jepang merupakan mitra dagang utama Indonesia yang berada di urutan pertama sebagai negara tujuan ekspor dan sebagai sumber impor dengan total nilai perdagangan sampai dengan bulan Desember 2007 sebesar US$30 milyar meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2006 senilai US$ 27 milyar. Pada periode 2007, Indonesia mendapatkan surplus US$17 milyar. Sementara itu untuk tahun 2008 periode Januari-September, nilai perdagangan Indonesia-Jepang senilai US$ 32,8 milyar, dengan ekspor Indonesia senilai US$ 21,8 milyar, impor Indonesia senilai US$ 11 milyar dan Indonesia mendapatkan surplus sebesar US$ 10,87 milyar. Produk-produk ekspor Indonesia antara lain: minyak dan gas bumi serta produk non-migas seperti kayu lapis, mesin-mesin listrik, nikel, hasil perikanan, karet alam, kertas dan produk kertas, tekstil dan produk tekstil, furniture, kopi, cokelat, teh dan lainnya. Sedangkan produk impor utama dari Jepang ke Indonesia di antaranya adalah barang modal yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan kebutuhan industri dalam negeri seperti mesin-mesin, perlengkapan elektronik, suku cadang kendaraan, besi baja, plastik, bahan kimia, dan produk metal (Gaby, 2012).
Saat ini, bentuk kerjasama yang sedang dikembangkan antara keduanya ialah JIEPA, yakni Japan Indonesian Economic Partnership Agreement. Dalam perjanjian ini diatur tentang pembebasan tariff ekspor impor antara kedua Negara. Perjenjian ini membawa manfaat yang luar biasa. Pada 1 Juli 2008, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia (Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement/JIEPA) diberlakukan (Kompasiana, 2012). Perjanjian itu ditandatangani Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Abe, pada bulan Agustus. Inti perjanjian itu memperkuat hubungan ekonomi kedua negara melalui liberalisasi perdagangan dan investasi lebih luas untuk menuju kesejahteraan wilayah Asia. Diharapkan, perjanjian ini mendorong integrasi ekonomi Asia Timur di masa depan. Makna utama EPA adalah manfaat langsung perdagangan. Dengan pembebasan tarif, secara keseluruhan mencapai sekitar 92 persen. Pembebasan tarif berlaku bagi produk industri mineral dari yang diekspor Indonesia ke Jepang, menyusul produk pertanian, kehutanan, dan perikanan. Diharapkan, kelak perdagangan kedua negara meningkat. Dampak pelaksanaan EPA tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga mendorong kemitraan strategis antar perusahaan kedua negara dan substansi ekspor Indonesia ke Jepang akan sangat beragam, termasuk yang bernilai tambah tinggi (Kompasiana, 2012). Penghapusan tarif industri tekstil Indonesia akan menambah daya saing di pasar Jepang. Juga diharapkan akan lebih banyak masuk ke Jepang ragam tekstil bernilai tambah tinggi. Untuk industri otomotif, komponen dan bahan dari Jepang akan lebih murah sehingga biaya produksi di Indonesia menurun. Indonesia menjadi basis produksi otomotif dan membuka peluang ekspansi ekspor ke ASEAN dan Timur Tengah (Kompasiana, 2012). Dan bantuan ekonomi Jepang bagi Indonesia dalam bentuk Pinjaman Official Development Assistance (ODA), Dana Hibah dan Bantuan Teknik juga merupakan sokongan pembangunan yang sangat bermanfaat bagi Indonesia.
Di bidang lain seperti lingkungan, pendidikan dan sosial budaya, kerjasama antara dua Negara ini juga diberlakukan. Dalam bidang lingkungan hidup terdapat perjanjian Protokol Kyoto dan kebijakan Cool Earth Partnership, Jepang telah mengalokasikan dana bantuan sebesar US$10 milyar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mendukung negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi rumah kaca dan mengurangi dampak negatif akibat perubahan iklim (Gaby, 2012). Dan dalam hubungan sosial budaya antara Indonesia dan Jepang telah terjalin dengan baik sejak lama. Untuk mewadahi jalinan hubungan kerjasama yang lebih baik, telah dibentuk beberapa lembaga persahabatan Jepang dan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah: Japan – Indonesia Association (Japinda), Organization Council Japan-Indonesia Friendship (Nihon-Indonesia Yukodantai Kyogikai), Tokyo Lagu-Lagu kai, Tanah Air kai, Merah Putih kai, Yayasan Gesang, Teman Sejati kai, Hokaido-Indonesia kai, Hiroshima-Indonesia kai, Kyoto-Indonesia Yuko Kyokai, Kansai-Indonesia Yuko Kyokai, Okinawa-Indonesia Yuko Kyokai, Nagasaki-Indonesia Yuko Kyokai, Kyushu-IndonesiaYuko Kyokai, dan Garuda Kumamoto kai. Sementara itu, di Indonesia juga terdapat banyak lembaga persahabatan antara lain, Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ), dan Perhimpunan Alumni dari Jepang (PERSADA). Dan di bidang periwisata serta pendidikan pun Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang sangat erat (Gaby, 2012).

2.2	Latar Belakang Munculnya Kerjasama Ekonomi Indonesia dengan Jepang melalui Perjanjian IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement)
Jepang memandang Asia sebagai pasar yang signifikan dan luas dengan prospek cerah bagi pertumbuhan di masa depan. Banyak negara di wilayah tersebut telah berhasil melakukan transisi dari substitusi impor ke ekonomi berorientasi ekspor, termasuk Indonesia yang mampu mengatasi krisis moneter tahun 1997-1998.​[1]​ Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi terbesar ke-4 dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Indonesia mewakili pasar asing yang potensial apabila pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dapat terwujud.
Dengan alasan tersebut, Jepang tertarik membantu Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran, sementara itu Jepang mengambil keuntungan dan tingkat upah yang murah dan sumber daya alam yang besar.​[2]​ Disamping itu, Jepang juga sangat berkepentingan menjaga pasokan energi yang stabil dan berkesinambungan.​[3]​ Sejak pertengahan tahun 1970-an, Indonesia telah menjadi pemasok terbesar gas alam ke Jepang. Pada periode tersebut, Jepang telah membeli 50%-70% ekspor LNG Indonesia dan sisanya ke pasar LNG dunia. Dua fasilitas pengolahan LNG utama Indonesia yaitu Arun di Lhokseumawe Provinsi NAD dan Badak di Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dimana keduanya dibangun pada pertengahan 1970-an di bawah kontrak untuk pasokan ke Jepang.​[4]​
Bagi Indonesia, kerjasama internasional ini merupakan pengalaman pertama ikut terjun dalam kancah perundingan perdagangan internasional dalam forum bilateral. Jepang adalah partner dagang Indonesia utama, diamana Jepang saat ini merupakan posisi teratas ke tiga dari sasaran pasar ekspor Indonesia. Di samping itu Jepang juga negara dengan investasi yang cukup tinggi di Indonesia.
Pada bulan Juni 2005, Jepang dan Indonesia sepakat menggali lebih dalam kemungkinan kerjasama bilateral di bidang ekonomi. Kedua pihak kemudian membentuk Joint Study Group yang membahas bentuk dan masa depan kerjasama bilateral tersebut.​[5]​ Pada awal tahun 2005, Joint Study Group ini mengadakan tiga kali rapat untuk memutuskan layak tidaknya dilaksanakan FTA antara kedua Negara serta memutuskan kapan dimualinya proses negosiasi.​[6]​ Pada tanggal 2 Juni 2005, dalam kunjungannya ke Tokyo pada masa pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi menandatangani kesepakatan dimulainya negosiasi Free Trade Agreement (FTA) dengan kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Ini menunjukan betapa pentingnya hubungan kerjaama dengan Jepang bagi Indonesia.​[7]​
Berbagai perundingan dan intersesion meeting kemudian dilaksanakan antara bulan Juli 2005 sampai dengan Juni 2007. Proses perundingan yang panjang dan melelahkan ini pada akhirnya mencapai puncaknya pada saat IJEPA ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh kedua pemerintahan, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Jakarta, Indonesia. Dalam rangka implementasi IJEPA, masing-masing pihak telah selesai mempersiapkan berbagai kebijakan dan infrastruktur pendukungnya, yang pada akhirnya implementasi dari IJEPA tersebut juga telah disepakati untuk dimulai (entry to force) pada tanggal 1 Juli 2008.​[8]​ IJEPA merupakan FTA atau perjanjian perdagangan bebas, bilateral antara Jepang dengan Indonesia. FTA bilateral ini merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia, sebaliknya Jepang sudah berpengalaman banyak dalam melakukan perjanjian bilateral dengan beberapa negara yaitu antara lain dengan Singapura, Malaysia dan Meksiko serta yang masih dalam perundingan dengan Korea Selatan, Thailand dan Filiphina (Noko Munakata, 2006: 15-22). Perjanjian bilateral pada umumnya hanya mencakup dalam bidang perdagangan berupa liberalisasi perdagangan (FTA), akan tetapi perjanjian juga dapat dibuat lebih luas lagi mencakup bidang-bidang lain yang merupakan keinginan/interest dari kedua belah pihak dan dimufakati oleh keduanya. Adapun prinsip dasar perundingan IJEPA adalah:
1.	Bersifat single undertaking (nothing is agreed untul everything is agreed)
2.	Liberalisasi harus konsisten dengan XXIV GATT
3.	Berdasarkan line by line
4.	Negosiasi akses pasar dilakukan secara bersamaan dengan ROO (rules of origin)
5.	Initial request and offwer mencakup seluruh tariff line
6.	Request didasarkan pada klarifikasi tariff mitra
7.	Base rate untuk Jepang tahun 2005, sedangkan Indonesia harus menunggu tahap kedua
8.	Kategori penurunan/penghapusan tariff bersifat linear​[9]​





2.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Bilateral antara Indoneisa dengan Jepang
2.3.1	Faktor Pendukung
Jepang  dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan yang sama. Bagi Indonesia, dapat meningkatkan akses pasar barang dan jasa, peningkatan investasi Jepang di Indonesia, serta sumber bantuan luar negeri bilateral terbesar. Sedangkan bagi Jepang, berkepentingan memperluas akses pasar produknya serta mempererat hubungan kerjasama dan saling ketergantungan.
2.3.2	Faktor Penghambat
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